KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  48 TAHUN 2001
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
MENTERI   DALAM   NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan     Peraturan  Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4014); '

4.   Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;

5.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Diklat Regional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2001;
8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Ilmu Pemerintahan;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 28 Tahun 2001;
10.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 40 Tahun  2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.
Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2.
Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan wewenang Menteri Dalam Negeri kepada Pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3.
Pemberhentian Sementara adalah Pemberhentian Sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

4.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan aisingKat BAPERJAKAT adalah suatu Badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri Dalam Negeri.
Pasal 2

(1)
Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komponen masing-masing kepada pejabat:
a. 
Sekretaris Jenderal;
b. 
Inspektur Jenderal;
c. 
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa;
d. 
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
e. 
Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
f. 
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
g. 
Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakatdan Desa;
h. 
Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan;
i. 
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
j. 
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
k. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum;

 I.
Rektor Institut Ilmu Pemerintahan
(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),terdiri dari :

a.
Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I Golongan/Ruang (Il/d) ke bawah;
b.
Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara yang berpangkat Pengatur Tk.I Golongan/Ruang (Il/d) ke bawah;
c.
Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV, dengan memperhatikan pertimbangan BAPERJAKAT Departemen Dalam Negeri.
(3)
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani atas nama Menteri Dalam Negeri.
Pasal 3
(1)
Menteri Daiam Negeri mendelegasikan kewenangan untuk Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri kepada Sekretaris Jenderal;
(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I Golongan/Ruang (Il/d) ke bawah;

b.
Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara yang berpangkat Pengatur Tk.I Golongan/Ruang (Il/d) ke bawah;
c.
Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV, dengan memperhaftkan pertimbangan BAPEPJAKAT Departemen Dalam Negeri.
(3)
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani atas nama Menteri Dalam Negeri.
Pasal 4
(1)
Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.
Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I Golongan/Ruang (Il/d) ke bawah;
b.
Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara yang berpangkat Pengatur Tk.I Golongan/Ruang (Il/d) ke bawah;
c.
Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV, dengan memperhatikan pertimbangan BAPEPJAKAT Departemen Dalam Negeri.
(3)
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani atas nama Menteri Dalam Negeri.
Pasal 5
(1)
Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pusat Diklat Regional kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) terdiri dari :

a.
Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I Golongan/Ruang (Il/d) ke bawah;

b. Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara yang berpangkat Pengatur Tk.I Golongan/Ruang (Il/d) ke bawah;

c.
Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalarn dan dari jabatan struktural eselon IV, dengan memperhatikan pertimbangan BAPERJAKAT Departemen Dalam Negeri.
(3)
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6
Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Desember 2001

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

DR.(Hc) HARI SABARNO, S.IP, MBA, MM

